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BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 8 TAHUN 2813
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat :

—t

BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pzsal 264
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201¢- tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemecrintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Luwu 2019 - 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik I'1donesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarar. Negara
Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara <Xepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L=>mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara <Xepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, T:mbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, T:iumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4§46) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara <Xepublik
Indonesia Nomor 5243);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 1822)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noimor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleriggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45%3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58¢:7);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungar. Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Ir.donesia
Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Le nbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201¢ tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6% 22);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201¢ tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Iadonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah an 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana tealh diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Iivaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang [Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan ilencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Penierintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan  Pelaksanaan  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahurt 2018
Nomor 459);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang 'Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerahl’rovinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 09, Tarabahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 249);



23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan lMomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunar Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008 Nomor , Tambahan lLembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor );

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan MNomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunar: Jangka
Menengah  Daerah  Provinsi Sulawesi  Selatan
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi
Selatan, Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembararn Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Ncmor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 200% - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahur 2014,
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Ksabupaten
Luwu Nomor 411).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBAMNGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Luwu.
Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.



o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Iudonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Buapti Luwu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingka: DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabuapaten Luwu yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daeral .
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelal:sanaan
rencana pembangunan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kem«nterian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabuapten dalam penyelenggaraan urusan pemer ntahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, te-masuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan
kegiatan dan hasil pembangunan.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhit angkan
sumberdaya yang ada.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyisunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama periode satu tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasiona. yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kaktupaten
Luwu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahua 2005
sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dar. arah
pembangunan jangka panjang Kabuapten Luwu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya
disingkat RPJMD Provinsi adalah rencana pembangunan daerah provinsi
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk
periode 5 (lima) tahun.




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Rfer}cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selinjutnya
disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupat:n Luwu
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerail untuk
periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang me-upakan
dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola
ruang Kabupaten Luwu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut R:=nja-PD
adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen
perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut lenstra-
PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis
lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujun dan
sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk
mewujudkan visi Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkaa pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan tim
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yan;; berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdays yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekurapulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

(1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :

a. penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati;
b. tujuan, sasaran, dan strategi;
c. arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,;




d. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah; dan
e. rencana daerah dan pendanaan bersifat indikatif untuk jangla waktu
5 (Lima) Tahun yakni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri diuri :

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB1IV Permasalahan dan Isu Strategis;

e. BABV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,;

f. BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembzangunan
Daerah;

g. BAB VIl Kerangka Pendanaan Pembanguna dan  P’rogram
Perangkat;

h. BAB VIII  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; daa
i. BABIX Penutup.

BAB 11
PELAKSANAAN

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program
pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;

b. dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

RPJMD.
(2) Pengedalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
c. evaluasi terhadap hasil.




(1)

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dmaksud
dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan meraastikan
bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD
Provinsi dan RTRW Kabupaten, dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten tetangga.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana d:maksud

(3)

dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memniastikan
bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerali, visi
pembangunan jangka menengah kabupaten, visi pembangunan jangka
menengah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu
Tahun 2019 - 2024 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Jaerah
yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berimplikasi tehadap
dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan penyesuaian pada Dckumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenan pengaturan dan implementasi penyeleng zaraan

kewenangan/urusan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Kebijakan disidang
keuangan terkait alokasi dana transfer ke daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan peringkat
daerah serta Peraturan Daerah Lainnya yang berimplementasi terhadap
dokumen RPJMD ini.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daeran Kabupa:en Luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2% Ajuetue 2613

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 igustus 2817

Pj. ERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

|

WAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR L

NOMOFR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, "ROVINSI
SULAW=SI SELATAN :  BoHK,HAM.84.132.19




